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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

 Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan 

oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan 

yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari 

oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia 

sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. 

Program Bantuan Hukum. Bantuan hukum disini dimaksudkan adalah 

khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan 

rendah atau dalam bahsa populernya adalah “si miskin”. Ukuran 

kemaskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit 

dipecahkan, bukan saja bagi negara- negara berkembang bahkan di 

negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah. 

Bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum, dalam 

adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah 

yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subyek hukum 

atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan – tekanan 

dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan 

memperjuangkan haknya.
1
 

                                                             
1 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES:1988), 1 
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Buta Hukum adalah suatu Istilah yang di ajukan pertama kali 

dalam kongres ke III PERADIN di Jakarta, maksudnya adalhaPada 

umumnya program bantuan hukum baru diadakan setelah negara-negara 

yang bersangkutan memperoleh kemerdekaannya dari negara- negara 

penjajahnya.  

 Di Indonesia program bantuan hukum yang melembaga  dan 

dengan ruang lingkup yang luas dimulai sejak berdirinya Lembaga 

Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970. 

  Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan 

sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam 

bidang huukm.
2
Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung 

No. 10 Tahun 2010, Pengadilan Agama Sidoarjo berpandangan bahwa 

beracara secara cepat, mudah dan biaya ringan, itulah yang sering 

didengar dengan istilah constante justitie, yaitu salah satu asas beracara 

di lembaga peradilan. 

  Beberapa usaha seperti apa yang diprogramkan oleh Badan 

Peradilan Agama melalui adanya upaya Pos Bantuan Hukum yang 

selanjutnya akan disebut dengan (POSBAKUM) melalui Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pelayanan 

Bantuan Hukum. 

                                                             
2Bambang Sunggono, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: CV.Mandar Maju, 

2009), 7 
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  Tujuan adanya bantuan hukum yang dimaksud, sebagaimana pasal 

2 Pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama 

adalah : 

1. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara 

ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan. 

2. Meningkatkan akses terhadap keadilan. 

3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang 

hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum 

terhadap hak dan kewajibannya. 

4. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari 

keadilan. 

  Dari tujuan tersebut bisa dilihat bagaimana upaya dari lembaga 

peradilan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat pencari 

keadilan, baik melalui cara beracara secara cuma-cuma (prodeo), 

pelaksanaan sidang keliling maupun mendapatkan bantuan hukum seperti 

advise hukum maupun pembuatan gugatan. 

  Kesimpulan dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa negara 

juga menjamin hak dan kewajiban masyarakat, dan memberi perlindungan 

hukum ketika berhadapan dengan proses hukum dengan mendirikan 

POSBAKUM di Pengadilan yang ada. POSBAKUM adalah tempat 

bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu dan awam hukum. 

   

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 
 

 

 

 

 

Dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga terdapat 

beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep  bantuan  

hukum. Adapun  pasal-pasal  tersebut  adalah  sebagai berikut: 

Pasal 5 : 

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak 

menuntut dan  memperoleh  perlakuan  serta  perlindungan  

yang  sama  sesuai dengan martabat kemanusiaannya di 

depan hukum. 

2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan 

yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. 

3. Setiap  orang  yang  termasuk  kelompok  masyarakat  yang  

rentan berhak  memperoleh  perlakuan  dan  perlindungan  

lebih  berkenaan dengan kekhususannya.  

Pasal 6 : 

1. Dalam  rangka  penegakan  hak  asasi  manusia,  perbedaan  

dan kebutuhan  dalam  masyarakat  hukum  adat  harus  

diperhatikan  dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan 

Pemerintah.
3
 

  Inti dari pasal – pasal diatas bahwa Negara mempunyai  kewajiban  

akan  adanya  penyediaan  bantuan  hukum  cumacuma bagi warga negara 

yang membutuhkan demi pemenuhan hak asasi manusia dan kepentingan 

keadilan. 

Gugatan ataupun permohonan berperkara di Pengadilan bisa 

diajukan secara lisan ataupun tertulis, tetapi dalam perkembangan hukum 

dewasa ini, gugatan ataupun permohonan harus diajukan secara tertulis.
4
 

                                                             
3 Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
4 Asadulloh, Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 18 
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  Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 

  mengatur tentang  pedoman  pemberian  bantuan  hukum  khususnya 

 dalam  pembuatan  surat gugatan/permohonan  dan  perkara  jinayat, 

 perkara  prodeo  serta sidang  keliling diperlukan  sebagai  bentuk 

 pelaksanaan  amanat  Undang-Undang  dan rujukan dalam  menjamin 

optimalisasi  akses  masyarakat  miskin terhadap Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah. 

  Selain SEMA Nomor 10 Tahun 2010, ada juga Undang –Undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 yang didalamnya membahas 

tentang bantuan hukum. Diantaranya adalah hak dan kewajiban penerima 

bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, larangan 

bagai para pemberi bantuan hukum beserta pidananya. 

  Di Pengadilan Agama Sidoarjo sudah melaksanakan amanat 

SEMA tersebut.  Hal tersebut telah dilaksanakan sejak Kamis 19 Januari 

2012 melalui kerja sama PA Sidoarjo  dengan Lembaga Bantuan Hukum 

Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel yang dikoordinatori oleh Mahir 

Amin, SH.I.,MFil.I. Melalui hasil kerja sama tersebut sejak tahun 2012  

Pengadilan Agama Sidoarjo membuka Pos Bantuan Hukum.
5
 

  Berangkat dari teori – teori diatas penulis berkeinginan meneliti 

akan penerapan fungsi POSBAKUM di PA sidoarjo, setelah mengetahui 

dasar hukum pendirian POSBAKUM di lingkungan PA Sidoarjo sekaligus 

                                                             
5
http://pasidoarjo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=160%3Apenandatangan

an-mou-posbakum-pa-sidoarjo&Itemid=28, diunduh 20 juni 2013. 
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meneliti apakah pelaksanaan kegiatan POSBAKUM di PA Sidoarjo benar 

– benar sejalan dengan perundang – undangn yang berlaku, yang mana 

kinerja dari POSBAKUM PA Sidoarjo dijalankan oleh Lembaga Bantuan 

Hukum Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, maka kami 

memandang perlu untuk melakukan penelitihan akan penerapan 

perundang – undangan tersebut, akhirnya penulis memutuskan untuk 

memberi judul: Keselarasan Peran POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) 

Di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo Dengan Perundang – Undangan 

Yang Berlaku. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Bantuan hukum bagi golongan tidak mampu. 

2. Tujuan di bentuknya POSBAKUM. 

3. Jenis jasa yang diberikan oleh POSBAKUM. 

4. Golongan masyarakat yang diberi bantuan. 

5. Pelaksanaan POSBAKUM di kesehariannya. 

6. Organisasi bantuan hukum yang terverifikasi. 

7. Peran POSBAKUM di Pengadilan Agama. 

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi 

masalah dalam penelitian ini. 

1. Peran POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo. 
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2. Keselarasan Peran POSBAKUM di pengadilan Agama Sidoarjo 

dengan perundang – undangan yang berlaku. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. 

Maka penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu: 

1. Bagaimanakah peran POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan Kegiatan POSBAKUM di Pengadilan 

Agama Sidoarjo menurut perundang – undangan yang berlaku? 

 

D. Kajian Pustaka 

Sebelum penulis meneliti tentang masalah ini, hal serupa juga 

pernah diteliti oleh: 

1. Diyah Masfupawati dari STAIN Tulungagung dengan judul skripsi 

“Peran Pos Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Di Pengadilan 

Agama Tulungagung Kelas 1.A”. Penelitian tersebut dilatar belakangi 

karena keberadaan POSBAKUM yang baru berjalan di PA 

Tulungagung dan menjadi lembaga yang penting bagi pemenuhan atas 

akses terhadap keadilan. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa 

dengan adanya POSBAKUM kesadaran masyarakat pencari keadilan 

menjadi meningkat, pelayanan yang diberikan POSBAKUM dianggap 

sangat membantu dalam memberikan solusi permasalahan hukum. 
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Pelayanan POSBAKUM di PA Tulungagung terkendala akibat 

keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, keterbatasan sarana 

dan prasarana tersebut juga diakibatkan karena keterbatasan dana 

anggaran pengadaan sarana dan prasarana untuk POSBAKUM itu 

sendiri.
6
 

2. Ahmad Zubaeri Nim: 08350037dari UIN Sunan Kali Jaga namun 

dengan judul dan fokus pembahasan yang berbeda. Dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan 

Hukum) Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama 

Yogyakarta Tahun 2011”. Kesimpulan dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum POSBAKUM di PA 

Yogyakarta tahun 2011 sudah sesuai dengan hukum Islam.
7
 

 Adapun fokus penelitan yang akan kami lakukan berbeda dari apa 

yang kami jelaskan diatas, dimana pembahasannya terletak pada 

keselarasan kinerja POSBAKUM  di PA Sidoarjo dengan perundang – 

undangan yang mengaturnya. Dan penelitihan kami nantinya 

dihususkan pada bantuan hukum yang terverifikasi. Dalam hal ini 

adalah Lembaga Bantuan Hukum IAIN Sunan Ampel. 

 

 

                                                             
6 Diyah Masfupawati, Peran Pos Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Di Pengadilan Agama 
Tulungagung Kelas 1.A, skripsi pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, STAIN 

Tulungagung, 2013. 
7Ahmad Zubaeri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) 
Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011, skripsi pada 

jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kali Jaga, 2012. 
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E. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran POSBAKUM di Pengadilan 

Agama Sidoarjo. 

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan POSBAKUM di 

Pengadilan Agama Sidoarjo selaras dengan perundang – undangan 

yang mengaturnya. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan, 

khususnya yang berkaitan POSBAKUM.  

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai 

sosial yang sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat 

Sidoarjo khususnya, dan masyarakat (bangsa) Indonesia umumnya 

mengenai manfaat atau daya guna POSBAKUM terhadap proses 

beracara di PA Sidoarjo. 

 

 

\ 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 
 

 

G. Definisi Oprasional 

Untuk menghindari kesalah fahaman dan kekeliuran interpretasi 

terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis 

memberikan batasan istilah. 

Pos Bantuan Hukum adalah Tempat bantuan hukum bagi orang 

yang tidak mampu membayar  jasa  advokat  terutama perempuan  dan 

 anak-anak  serta  penyandang disabilitas sesuai  peraturan  perundang-

undangan  yang  berlaku,  baik sebagai penggugat/permohon maupun 

tergugat/termohon.
8
 Dalam hal ini adalah Pos Bantuan Hukum yang 

berada di bawah naungan Pengadilan Agama Kelas 1B Sidoarjo dan 

jalankan oleh LBH Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel. 

Pada judul skripsi ini juga menggunakan kata – kata Perundang – 

undangan, dalam hal ini yang dimakasut adalah perundang – undangan 

yang mengatur kinerja dari POSBAKUM. Diantaranya adalah: 

a. Undang – undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum. 

b. Peraturan Mahkama Agung, No.01 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Hukum. 

c. Surat Edaran No.0508 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Peraturan Hakum Agung Ri Nomor 01 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di 

Pengadilan. 

                                                             
8 Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 

Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 
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H. Metode Penelitian 

Dalam penelitihan ini metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan. 

Sesuai dengan tujuan yang dirumuskan maka dalam penelitian ini, 

data yang akan dikumpulkan adalah: 

a. Data tentang profil POSBAKUM di PA Sidoarjo. 

b. Data tentang perundang - undang yang mengatur kinerja atau 

peran  dari POSBAKUM. 

c. Data tentang program kegiatan POSBAKUM di PA Sidoarjo. 

2. Sumber data. 

Data yang dihimpun bersumber dari: 

a. Sumber Data Primer: 

1) Dokumen, yang di maksud disini adalah data yang berupa 

dokumen – dokumen yang terkait dengan pelaksanaan 

POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo. 

2) Wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama 

Sidoarjo serta dengan staf dan karyawan POSBAKUM. 

b. Sumber Data Sekunder 

1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 

tentang bantuan hukum. 

2) Surat Edaran Mahkama agung (SEMA) No.10 Tahun 2010. 

3) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 
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4) UU No.50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. 

5) Bambang Sunggono, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia, Bandung,CV.Mandar Maju, 2009. 

c. Teknik pengumpulan data: 

1) Dalam hal ini wawancara akan kami lakukan kepada para 

staf dari PA Sidoarjo sebagai informan, dan wawancara 

kepada staf karyawan POSBAKUM sebagai responden. Pada 

tahap ini kami telah melakukan penelitihan kepada: 

a) Bapak kepala LBH Sunan Ampel. 

b) Petugas LBH Sunan Ampel. 

c) Petugas POSBAKUM Pengadilan Agama Sidoarjo. 

d) Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo  

e) Kepala Bagaian Umum Pengadilan Agama Sidoarjo. 

2) Dokumentasi yaitu mempelajari data tertulis. Pada 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dokumen – 

dokumen dari POSBAKUM yang dirasa selaras dengan 

penelitian ini,  data tentang kinerja POSBAKUM kemudian 

diklasifikasikan sesuai jenisnya. Diantaranya : 

a) Akta pengesahan POSBAKUM. 

b) Program kerja POSBAKUM. 

c) Laporan pertanggung jawaban. 
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d. Metode Analisis data 

Oleh karena yang diperoleh adalah data kualitatif, maka data 

tersebut dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. 

dengan menggunakan metode deduktif. Sedang yang dimaksud dengan 

metode deduktif adalah metode yang dimulai dengan teori-teori atau 

dalil-dalil yang bersifat umum, kemudian dalil-dalil tersebut diterapkan 

dalam kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus. 

Metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan, dengan maksud untuk menemukan unusur – unsurnya 

kemudian dianalisis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode 

deskriptif adalah sebuah cara yang dilakukan untuk memaparkan suatu 

permasalahan sehingga dapat dengan jelas di analisis dan ditarik 

kesimpulan. 

Nantinya penulis akan melakukan penelitian kepada staf dan 

karyawan POSBAKUM, kemudian data yang diperoleh dari wawancara 

tersebut akan diklasifikasi senlanjutnya dianalisis untuk mendapatkan 

kesimpulan keselarasan antara kinerja POSBAKUM dengan perundang – 

undangan yang berlaku. 

 

I. Sistematika Pembahasan Skripsi 

 Untuk mempermudah dan memperjelas dalam memahami 

penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dipaparkan dalam 5 

(lima) bab, dengan perincian sebagai berikut: 
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 Pada  Bab pertama, Sebagai pendahuluan, di dalamnya meliputi: 

latar belakang pemilihan judul. Disamping itu juga berisi tentang 

identifikasidan batasan masalahb,  rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan, guna mengantarkan 

peneliti pada bab selanjutnya. 

 Bab kedua, Merupakan landasan teori POSBAKUM dari sudut 

pandang perundang - undangan, di dalamnya membahas tentang 

POSBAKUM  jika dikaji dari sudut pandang perundang – undangan yang 

mengatur dari kinerja POSBAKUM itu sendiri, pembahasannya meliputi: 

Pengertian POSBAKUM, sejarah dan tujuan terbentuknya POSBAKUM, 

dasar hukum terbentuknya POSBAKUM, peran POSBAKUM di PA dan 

Tata cara masyarakat Sidoarjo berperkara melalui POSBAKUM. 

  Bab ketiga, didalamnya membahas peran POSBAKUM di PA 

Sidoarjo, dimana pada bab ini memaparkan data penelitihan yang didapat 

dari wawancara kepada pihak Pengadilan Agama Sidoarjo dan pihak LBH 

Sunan Ampel selaku pelaksana kegiatan POSBAKUM di kesehariannya. 

Yang mana di dalamnya membahas tentang: profil POSBAKUM di 

Pengadilan Agama Sidoarjo, program kerja POSBAKUM di PA Sidorajo, 

peran serta POSBAKUM dalam proses beracara para pihak di PA 

Sidoarjo. 

  Bab keempat, berisikan analisis keselarasan peran POSBAKUM 

dengan perundang – undangan yang mengatur di PA Sidoarjo, didalamnya 

berisikan: peran POSBAKUM di PA Sidoarjo, keselarasan pelaksanaan 
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kegiatan POSBAKUM di PA Sidorajo dengan perundang – undangan 

yang mengaturnya. 

  Bab lima, merupakan penutup dari penelitian ini, didalamnya 

berisikan: kesimpulan dari penelitihan ini, yang nantinya akan 

menyimpulakan apakah kinerja POSBAKUM Pengadilan Agama Sidoarjo 

sejalan atau tidak dengan perundanag – undangan yang berlaku. Yang ke 

dua berisikan saran  bagi para pihak yang bersifat membangun ke arah 

yang lebih baik. 

 


